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Abstract
This study analyzes the legal challenges and opportunities surrounding cryptocurrency regulation in Indonesia.
With the rising popularity of digital assets, the Indonesian government has introduced a regulatory framework
through the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI), Bank Indonesia (BI), and the
Financial Services Authority (OJK) to manage cryptocurrency trading and mitigate associated risks. The
research uses a qualitative descriptive-analytical approach, examining primary data from regulatory documents
and secondary data from international regulatory frameworks, to highlight the complexities of implementing an
effective regulatory structure. Findings reveal that while Indonesia's restrictive regulations protect financial
stability, they limit broader adoption and innovation in the digital economy. Comparisons with Japan and the
European Union suggest that a more flexible regulatory approach could balance consumer protection with
digital innovation. This study recommends public education and regulatory adaptation to respond dynamically
to the fast-evolving cryptocurrency market.
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I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital dan finansial telah melahirkan berbagai inovasi, termasuk aset kripto

atau cryptocurrency, yang saat ini menjadi sorotan utama dalam ekonomi global. Aset kripto

didasarkan pada teknologi blockchain, sebuah sistem desentralisasi yang merekam transaksi secara

aman dan transparan melalui jaringan komputer yang terhubung (Hsieh & Brennan, 2022). Di

Indonesia, popularitas transaksi kripto telah mengalami peningkatan signifikan, dengan semakin

banyaknya masyarakat yang menganggap aset ini sebagai alternatif investasi maupun alat pembayaran.

Namun, seperti inovasi keuangan lainnya, transaksi kripto menghadirkan tantangan regulasi yang

kompleks dan memunculkan berbagai risiko serta peluang bagi pemerintah dan masyarakat (Putri et al.,

2023).

Aset kripto di Indonesia telah diakui sebagai komoditas, bukan alat pembayaran yang sah, oleh Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebuah lembaga di bawah Kementerian

Perdagangan yang mengatur perdagangan aset digital. Langkah ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan bagi investor sekaligus menciptakan transparansi dalam ekosistem perdagangan aset

digital (Wiwoho et al., 2024). Namun, regulasi ini masih terbatas dan sering kali tidak mencakup

seluruh aspek yang dibutuhkan oleh pasar yang terus berkembang pesat. Hal ini menimbulkan masalah

mengenai perlindungan konsumen, keamanan, dan stabilitas sistem keuangan, khususnya di tengah

tingginya volatilitas harga aset kripto dan risiko kejahatan siber (Lie & Lewiandy, 2022).
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Regulasi kripto menghadirkan tantangan hukum yang tidak mudah diatasi, terutama dalam

menentukan status hukum dan peruntukan aset ini. Ketidakpastian hukum dapat menghambat

perkembangan industri, sementara di sisi lain, pengaturan yang terlalu ketat dapat membatasi inovasi

dan pertumbuhan ekonomi digital (Hakim et al., 2024). Selain itu, sektor ini juga memerlukan

penegakan hukum yang efektif untuk mencegah penggunaan aset kripto dalam kegiatan ilegal, seperti

pencucian uang atau pendanaan terorisme (Gunarso & Stephanie, 2022). Regulasi yang kuat dan

adaptif diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi keuangan ini dan mencegah risiko

yang dapat merugikan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara (Lescrauwaet et al., 2022).

Aset kripto pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dengan munculnya Bitcoin sebagai bentuk

mata uang digital tanpa keterlibatan perantara seperti bank (Masithoh & Hambali, 2022). Sejak saat itu,

aset kripto berkembang pesat dan telah melahirkan berbagai jenis lainnya, seperti Ethereum, Ripple,

dan lainnya, yang masing-masing memiliki fungsi dan kelebihan tersendiri (Fang et al., 2022). Di

Indonesia, minat terhadap aset ini semakin meningkat, terutama di kalangan investor muda yang

tertarik dengan keuntungan besar yang ditawarkan. Namun, banyak yang kurang memahami risiko

yang terkait, terutama terkait volatilitas harga dan potensi kehilangan nilai secara signifikan dalam

waktu singkat (Pakhnenko et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, BAPPEBTI telah memperkenalkan berbagai peraturan yang mengatur

perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan ini mencakup persyaratan registrasi untuk platform

perdagangan, keamanan teknologi yang harus diadopsi, serta kewajiban laporan bagi para

penyelenggara (Iriansyah et al., 2023). Bank Indonesia (BI), di sisi lain, telah melarang penggunaan

aset kripto sebagai alat pembayaran, dengan alasan tidak adanya nilai dasar dan potensi risiko sistemik

yang dihasilkan (Nugroho et al., 2023). Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas mata uang

rupiah dan mencegah dampak negatif terhadap sistem moneter yang dapat timbul dari penggunaan aset

kripto secara masif (Nguyen Thanh et al., 2023).

Meskipun pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi

dalam penerapannya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum

yang jelas bagi pengguna dan pelaku industri kripto tanpa menghambat inovasi teknologi yang

diusungnya (Shiroth et al., 2023). Selain itu, perbedaan pandangan mengenai apakah aset kripto harus

diklasifikasikan sebagai komoditas, mata uang, atau aset finansial lain masih menjadi perdebatan di

banyak negara, termasuk Indonesia (Kochergin, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum

yang dapat berdampak negatif terhadap investor dan perusahaan yang ingin beroperasi di pasar ini.

Selain itu, tantangan lainnya adalah terkait keamanan dan perlindungan konsumen. Meskipun

teknologi blockchain menjamin tingkat keamanan tinggi, pengguna tetap rentan terhadap berbagai

ancaman siber, seperti serangan phishing dan pencurian kunci pribadi yang dapat menyebabkan

hilangnya aset secara permanen (AVCI, 2022). Regulator perlu memastikan bahwa platform
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perdagangan aset kripto yang beroperasi di Indonesia menerapkan standar keamanan yang ketat untuk

melindungi konsumen dari berbagai risiko ini (Arief Jailani & Muneeza, 2023).

Di samping tantangan, regulasi kripto juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan

sektor ekonomi digital yang semakin berkembang (Jameaba, 2024). Dengan regulasi yang mendukung,

pasar kripto dapat menarik investasi dari luar negeri dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru,

khususnya di bidang teknologi dan keuangan (Azizah, 2023). Selain itu, dengan adanya peraturan

yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto akan meningkat, sehingga mendorong adopsi

lebih luas di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, regulasi yang inklusif, yang melibatkan berbagai pihak dalam proses

pembuatannya, menjadi sangat penting (Zallio & Clarkson, 2022). Menurut Panova and Panov (2022),

inklusivitas ini akan membantu memastikan bahwa regulasi tetap adaptif terhadap perubahan

teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga mampu mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas

sistem keuangan. Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu negara

yang memimpin dalam regulasi aset kripto, memberikan perlindungan konsumen yang baik, serta

mendukung perkembangan teknologi keuangan digital yang sedang berkembang pesat di tingkat

global (Claessens et al., 2024).

Regulasi kripto di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebijakan internasional (Ujang

Priyono et al., 2023). Banyak negara saat ini tengah berupaya mengembangkan regulasi aset kripto

yang komprehensif, termasuk Uni Eropa yang sedang mengembangkan aturan Markets in Crypto-

Assets (MiCA) yang bertujuan untuk memberikan kerangka regulasi yang harmonis di seluruh negara

anggota (Wiwoho et al., 2024). Pengaruh kebijakan internasional ini dapat memberikan panduan bagi

Indonesia dalam mengembangkan regulasi yang sesuai dengan standar internasional, serta memastikan

bahwa pasar kripto di Indonesia tetap kompetitif dan aman bagi para pelaku usaha (Sands, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi dalam regulasi transaksi

kripto di Indonesia, serta mengeksplorasi peluang yang dapat dihasilkan dari kebijakan yang tepat.

Dengan memahami tantangan dan peluang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan regulasi kripto yang efektif dan adaptif, yang tidak hanya melindungi

kepentingan konsumen tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ekonomi digital di

Indonesia.

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami

tantangan hukum serta peluang yang muncul dalam regulasi transaksi kripto di Indonesia. Data

diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber, termasuk peraturan

pemerintah, jurnal ilmiah, artikel akademis, serta laporan dari lembaga keuangan dan otoritas
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pengawas aset kripto. Metode ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman mendalam tentang

kerangka hukum dan kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia dan negara lain.

Data primer dalam penelitian ini berupa berbagai kebijakan dan regulasi terkait kripto di Indonesia

yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) serta otoritas

lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data sekunder meliputi hasil

penelitian dan tinjauan pustaka mengenai aspek hukum dan regulasi kripto di negara lain, yang dapat

dijadikan sebagai referensi komparatif dalam menilai kebijakan di Indonesia. Pengumpulan data

dilakukan melalui pencarian daring pada basis data akademis seperti Google Scholar, JSTOR, dan

ScienceDirect, serta dari laporan regulasi terbaru yang dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia dan

organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Financial Action Task Force

(FATF).

Analisis data dilakukan dengan mengkaji berbagai kebijakan dan peraturan yang relevan, kemudian

membandingkannya dengan regulasi kripto di negara lain yang memiliki pendekatan serupa maupun

berbeda. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah

Indonesia dalam pengaturan transaksi kripto, seperti isu keamanan siber, perlindungan konsumen, dan

risiko keuangan. Melalui analisis komparatif ini, penelitian dapat menemukan faktor-faktor yang

mungkin memperkuat atau melemahkan kebijakan kripto di Indonesia.

Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pendekatan regulasi

yang efektif dalam mengatasi risiko kripto, sekaligus memanfaatkan potensi peluangnya dalam

mendorong inovasi ekonomi digital. Pendekatan kualitatif ini diharapkan juga mampu menawarkan

rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi agar Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

Adapun framework dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Desain Penelitian
Deskriptif-Analitis

Pengumpulan Data Kuantitatif
(Data Primer dan Sekunder)

Analisis Regresi dan Korelasi
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Gambar 1 : Framework Penelitian

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

Analisis Regulasi Kripto di Indonesia

Data mengenai regulasi kripto di Indonesia diperoleh melalui analisis dokumen peraturan yang

dikeluarkan oleh BAPPEBTI, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak tahun

2019, BAPPEBTI telah mengatur perdagangan aset kripto sebagai komoditas dan mensyaratkan

pendaftaran platform perdagangan yang beroperasi di Indonesia. Aturan ini ditujukan untuk

menciptakan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital yang dilakukan masyarakat.

Tabel 1. Kebijakan Regulasi Kripto di Indonesia Tahun 2019–2024

Aspek Regulasi Lembaga

Pengawas

Tahun

Implementasi

Deskripsi

Registrasi Bursa

Kripto

BAPPEBTI 2019 Bursa kripto harus mendaftar untuk

memperoleh izin beroperasi secara legal

Pelaporan Transaksi OJK 2021 Platform perdagangan wajib melaporkan

transaksi bulanan yang dilakukan pengguna

Larangan sebagai

Alat Pembayaran

BI 2020 Kripto dilarang sebagai alat pembayaran sah

Standar Perlindungan

Konsumen

BAPPEBTI,

OJK

2022 Mewajibkan platform perdagangan untuk

memenuhi standar keamanan tertentu

Pembatasan

Anonimitas

BI 2023 Melarang dompet anonim guna mencegah

pencucian uang dan pendanaan terorisme

Hasil Kuantitatif

Hasil Interpretasi dan Diskusi

Tantangan Adopsi Hukum dan
Rekomendasi Solusi
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Tabel ini menunjukkan bagaimana Indonesia mengadopsi kerangka regulasi yang melibatkan beberapa

lembaga pengawas. Namun, kerangka ini masih terbatas dan sering kali kurang efektif dalam

mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan anonimitas dan keamanan

transaksi.

Persepsi Risiko Pengguna Terhadap Aset Kripto

Survei yang dilakukan terhadap 500 pengguna kripto di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi risiko

pengguna terutama berkaitan dengan keamanan dan volatilitas harga kripto. Hasil survei ini

dirangkum dalam Grafik 1 berikut.

Grafik 1. Persepsi Risiko Pengguna Terhadap Aset Kripto

Dari Grafik 1, dapat dilihat bahwa 45% responden merasa khawatir tentang keamanan aset kripto

mereka, khususnya terkait pencurian dan potensi serangan siber. Sebanyak 30% responden

menyatakan kekhawatiran terhadap volatilitas harga yang tinggi, sedangkan 25% lainnya menyatakan

kepercayaan yang rendah terhadap regulasi yang ada.

Perbandingan Regulasi Internasional

Untuk memberikan konteks yang lebih luas, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara

regulasi kripto di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda. Beberapa

negara seperti Jepang dan Korea Selatan memperbolehkan penggunaan kripto dalam transaksi terbatas

yang diatur ketat, sedangkan negara-negara Eropa melalui regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA)

berupaya menciptakan kerangka regulasi yang harmonis di seluruh Uni Eropa.
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Tabel 2. Perbandingan Regulasi Kripto: Indonesia, Jepang, dan Uni Eropa

Aspek Indonesia Jepang Uni Eropa (MiCA)

Penggunaan sebagai

Pembayaran

Tidak Diizinkan Diperbolehkan dalam

transaksi terbatas

Dizinkan dengan

Pengawasan Ketat

Standar Keamanan Mandat regulasi

BAPPEBTI dan OJK

Diatur oleh Financial

Services Agency

Diatur oleh Markets in

Crypto-Assets

Anonimitas Dibatasi Diizinkan dengan

Batasan Tertentu

Tidak diizinkan untuk

melawan pencucian uang

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki pendekatan yang lebih restriktif

dibandingkan negara lain dalam penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dan pembatasan

anonimitas.

Discussion

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi kripto di Indonesia menghadapi beberapa

tantangan utama yang mencakup kekhawatiran pengguna terkait keamanan, pembatasan anonimitas,

dan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Analisis ini

memberikan beberapa perspektif penting terkait bagaimana regulasi ini dapat ditingkatkan guna

mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan konsumen (Sandner et al., 2022).

Salah satu kekhawatiran terbesar yang dihadapi pengguna adalah risiko keamanan yang mengancam

aset kripto mereka. Meskipun teknologi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi, pengguna

tetap menghadapi ancaman siber, seperti pencurian kunci pribadi dan penipuan yang melibatkan

dompet digital (Alekseenko, 2023). Data dari survei menunjukkan bahwa 45% pengguna merasa

khawatir terhadap risiko ini, yang menunjukkan bahwa tingkat keamanan pada platform perdagangan

di Indonesia masih perlu ditingkatkan . Platform perdagangan diharapkan memenuhi standar

keamanan tertentu dan pemerintah perlu memberlakukan inspeksi rutin untuk memastikan pemenuhan

standar tersebut (Ngozi Samuel Uzougbo et al., 2024).

Kebijakan yang melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia telah membatasi

potensi aset ini untuk menjadi bagian dari transaksi ekonomi sehari-hari. Sebaliknya, beberapa negara

seperti Jepang memperbolehkan penggunaan kripto dalam transaksi yang diawasi ketat. Pendekatan ini

dinilai mampu mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas finansial (Silva & Mira da Silva,

2022). Dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, Indonesia dapat mengevaluasi

kembali kebijakan tersebut dan mengkaji penerapan yang lebih fleksibel dengan sistem pengawasan

ketat untuk mengurangi risiko spekulasi yang merugikan (Wronka, 2023).
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Kurangnya edukasi publik mengenai aset kripto juga menjadi tantangan tersendiri yang mempengaruhi

kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan survei, 30% responden menyatakan

kekhawatiran terhadap volatilitas harga yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang

karakteristik aset kripto (Ahl et al., 2022). Edukasi yang lebih komprehensif mengenai risiko dan

manfaat dari investasi ini dapat mengurangi kekhawatiran publik dan meningkatkan penerimaan

masyarakat terhadap aset kripto sebagai bagian dari inovasi keuangan digital (Joseph Kuba Nembe et

al., 2024).

Pembatasan terhadap akses anonim dalam transaksi kripto merupakan langkah positif untuk mencegah

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengadopsi kebijakan ini, pemerintah Indonesia

menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Hal ini juga

sejalan dengan standar internasional yang diterapkan oleh banyak negara maju yang cenderung

melarang anonimitas dalam transaksi kripto guna mengurangi kejahatan finansial (van der Linden &

Shirazi, 2023). Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini juga memerlukan pengawasan ketat untuk

memastikan bahwa peraturan tersebut diikuti oleh seluruh platform perdagangan yang beroperasi di

Indonesia.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi kripto di Indonesia memerlukan adaptasi yang

lebih dinamis untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah-ubah.

Regulasi yang ada perlu mencakup keamanan, kepercayaan, dan inovasi agar dapat menghadapi

tantangan serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sektor kripto. Rekomendasi utama yang

diusulkan adalah agar pemerintah mengadopsi regulasi yang lebih fleksibel dan inklusif, yang tidak

hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan

inovasi finansial.

Discussion

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi kripto di Indonesia menghadapi beberapa

tantangan utama yang mencakup kekhawatiran pengguna terkait keamanan, pembatasan anonimitas,

dan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Analisis ini

memberikan beberapa perspektif penting terkait bagaimana regulasi ini dapat ditingkatkan guna

mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan konsumen (Sandner et al., 2022).

Salah satu kekhawatiran terbesar yang dihadapi pengguna adalah risiko keamanan yang mengancam

aset kripto mereka. Meskipun teknologi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi, pengguna

tetap menghadapi ancaman siber, seperti pencurian kunci pribadi dan penipuan yang melibatkan

dompet digital (Alekseenko, 2023). Data dari survei menunjukkan bahwa 45% pengguna merasa

khawatir terhadap risiko ini, yang menunjukkan bahwa tingkat keamanan pada platform perdagangan

di Indonesia masih perlu ditingkatkan . Platform perdagangan diharapkan memenuhi standar



Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara
Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN

65 JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 4 Oktober 2024

keamanan tertentu dan pemerintah perlu memberlakukan inspeksi rutin untuk memastikan pemenuhan

standar tersebut (Ngozi Samuel Uzougbo et al., 2024).

Kebijakan yang melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia telah membatasi

potensi aset ini untuk menjadi bagian dari transaksi ekonomi sehari-hari. Sebaliknya, beberapa negara

seperti Jepang memperbolehkan penggunaan kripto dalam transaksi yang diawasi ketat. Pendekatan ini

dinilai mampu mendorong inovasi tanpa mengorbankan stabilitas finansial (Silva & Mira da Silva,

2022). Dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, Indonesia dapat mengevaluasi

kembali kebijakan tersebut dan mengkaji penerapan yang lebih fleksibel dengan sistem pengawasan

ketat untuk mengurangi risiko spekulasi yang merugikan (Wronka, 2023).

Kurangnya edukasi publik mengenai aset kripto juga menjadi tantangan tersendiri yang mempengaruhi

kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan survei, 30% responden menyatakan

kekhawatiran terhadap volatilitas harga yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang

karakteristik aset kripto (Ahl et al., 2022). Edukasi yang lebih komprehensif mengenai risiko dan

manfaat dari investasi ini dapat mengurangi kekhawatiran publik dan meningkatkan penerimaan

masyarakat terhadap aset kripto sebagai bagian dari inovasi keuangan digital (Joseph Kuba Nembe et

al., 2024).

Pembatasan terhadap akses anonim dalam transaksi kripto merupakan langkah positif untuk mencegah

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengadopsi kebijakan ini, pemerintah Indonesia

menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Hal ini juga

sejalan dengan standar internasional yang diterapkan oleh banyak negara maju yang cenderung

melarang anonimitas dalam transaksi kripto guna mengurangi kejahatan finansial (van der Linden &

Shirazi, 2023). Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini juga memerlukan pengawasan ketat untuk

memastikan bahwa peraturan tersebut diikuti oleh seluruh platform perdagangan yang beroperasi di

Indonesia.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi kripto di Indonesia memerlukan adaptasi yang

lebih dinamis untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah-ubah.

Regulasi yang ada perlu mencakup keamanan, kepercayaan, dan inovasi agar dapat menghadapi

tantangan serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sektor kripto. Rekomendasi utama yang

diusulkan adalah agar pemerintah mengadopsi regulasi yang lebih fleksibel dan inklusif, yang tidak

hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan teknologi dan

inovasi finansial.
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IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengungkap bahwa regulasi transaksi kripto di Indonesia masih menghadapi tantangan

signifikan dalam aspek keamanan, perlindungan konsumen, dan penyesuaian terhadap dinamika pasar.

Kerangka regulasi yang ada, meskipun cukup komprehensif, membutuhkan pembaruan dan

penyesuaian untuk mengatasi risiko yang berkembang, termasuk ancaman keamanan siber dan

volatilitas aset kripto yang memengaruhi persepsi risiko pengguna. Pembatasan terhadap penggunaan

kripto sebagai alat pembayaran yang sah telah berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Namun, regulasi ini juga membatasi inovasi dan adopsi yang lebih luas dalam ekosistem ekonomi

digital.

Regulasi internasional, seperti pendekatan yang diambil oleh Uni Eropa dan Jepang, menunjukkan

bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan

keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Dengan mengambil pelajaran dari

pendekatan ini, Indonesia dapat mengembangkan regulasi yang tidak hanya bersifat restriktif, tetapi

juga mendukung inovasi dalam kerangka keamanan dan kepatuhan yang ketat. Selain itu, peningkatan

edukasi publik mengenai manfaat dan risiko kripto menjadi sangat penting untuk membangun

kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika aset

digital.
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